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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik 

kesimpulan yaitu: 

1. Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian 

Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif merupakan pengejawantahan 

kewenangan Jaksa Agung kepada Jaksa diseluruh Indonesia untuk 

mengedepankan penyelesaian perkara dengan pendekatan keadilan 

restoratif sebagai perluasan asas dominis litis yang merupakan domain 

Jaksa. Peraturan Jaksa Agung ini dibuat demi keadilan yang bermanfaat 

bagi Masyarakat dengan mengedepankan hati nurani seorang Penuntut 

Umum sehingga tercipta penegakan hukum yang mampu mewujudkan 

kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan kebenaran berdasarkan 

hukum dan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, 

serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang 

hidup dalam masyarakat. 

2. Penyelesaian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang 

penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif pada Kejaksaan 

Negeri Kota Gorontalo pada dasarnya telah dilakukan sesuai prosedur 

yang telah ditetapkan, baik upaya perdamaian, proses perdamaian dan cara 

memfasilitasi. Penanganan perkara yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri 

Kota Gorontalo tidak berhasil dikarenakan tidak mendapatkan persetujuan 
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dari pimpinan lebih tinggi dengan pertimbangan tertentu meskipun upaya 

perdamaian dan proses perdamaian telah disepakati oleh kedua pihak 

dengan pemenuhan kewajiban.  

Secara keseluruhan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Peraturan 

Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 yaitu: 

1) Prosedur pelaksanaan yang relatif sulit; 

2) Perilaku tiap daerah yang berbeda yang berpengaruh pada cara 

perbuatan pidana; 

3) Perbedaan persepsi tentang Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 

2020 dan konsep keadilan restoratif itu sendiri; 

4) Kurangnya kesadaran antara Korban, Pelaku dan masyarakat tentang 

keadilan restoratif; 

5) Belum adanya Undang-undang yang mengatur tentang penerapan 

Keadilan Restoratif; 

6) Kurangnya koordinasi antar Aparat Penegak Hukum; 

7) Penyalahgunaan wewenang oleh Aparat Penegak Hukum; 

8) Fasilitator ynag belum bersertifikikasi; 

9) Sarana dan prasarana; 

10) Kesiapan Sumber Daya Manusia baik secara kualitas dan kuantitas. 

5.2 Saran 

Dari hasil simpulan di atas maka yang menjadi saran dalam penelitian 

ini adalah: 
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1. Pertaturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian 

Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sangat memerlukan integritas 

dan kebijaksanaan Penuntut Umum dalam menentukan sikap sehingga 

nilai-nilai dan semangat keadilan yang hidup dalam masyarakat dapat 

dirasakan manfaatnya oleh Masyarakat. Integritas sendiri berarti 

berperilaku, berpikir, berkata, dan bertindak secara baik dan benar secara 

jujur dan utuh dengan memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip 

moral. Selnajutnya, Pemerintah harus lebih konsisten dalam mendukung 

penerapan keadilan restoratif untuk meminimalisir disparitas dalam 

penanganan perkara dengan melakukan pembaruan-pembaruan hukum 

dan perundang-undangan. Untuk melakukan pembaruan hukum dan 

undang-undang, diharapkan peran akademisi untuk mengkaji secara 

mendalam, menyeluruh dan komperhensif memberikan ide dan fikiran 

terkait dengan pentingnya penghentian penunututan berdasarkan keadilan 

restoratif. Selain itu perlu dukungan Masyarakat yang sadar hukum, patuh 

dan taat hukum untuk agar benar-benar memahami bahwa dengan keadilan 

restoratif dapat memberikan pelayanan hukum yang lebih baik terhadap 

masyarakat dan dapat menyelesaikan perselisihan antar kelompok yang 

merupakan dampak dari suatu perkara. 

2. Untuk mendukung tercapainya penerapan Peraturan Jaksa Agung Nomor 

15 Tahun 2021 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan 

Restoratif secara optimal, maka perlu untuk: Pertama memberikan 

kewenangan secara penuh terkait Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 
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2020 kepada Penuntut Umum dibawahnya, untuk menghindari proses 

secara berjenjang yang memerlukan waktu yang lama. Kedua 

Melaksanakan Bimbingan Teknis, dan Sosialisasi kepada seluruh jajaran 

Kejaksaan di daerah terkait pelaksanaan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 

tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan 

Restoratif. Ketiga brainstorming, diskusi terfokus dan menyiapkan kajian 

yang layak untuk memasukkan konsep RJ sebagai bagian dari small claim 

court ke dalam RUU KUHAP. Keempat Memberikan Sosialisasi secara 

menyeluruh kepada Masyarakat pentingnya keadilan restoratif. Kelima 

Perlu adanya Undang-undang yamg mengatur tentang keadilan restoratif 

yang relevan dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 atau 

setidaknya peraturaan secara internal yang sama antar Kepolisian, 

Kejaksaan dan Pengadilan. Keenam diperlukan integritas yang kuat agar 

tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan. Ketujuh penambahan anggaran 

dalam rangka pembangunan sarana dan prasaran pelaksanaan proses 

perdamaian. Kedelapan Pemerataan penempatan formasi pegawai disetiap 

daerah, Kesembilan perlu adanya pegawai besertifikasi fasilitator.  
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